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BAB I  

PENDAHULUAN  

  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dan permasalahan pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Internal (RBI) serta uraian tujuan dan sasaran yang akan dicapai 

dalam pelaksanaan RBI di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas). 

 

1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Arahan Strategis 

Yang menjadi arahan strategis dari RBI di lingkungan Kemdiknas adalah sebagai 

berikut: 

a. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan merupakan amanat UU No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Setiap warga negara 

Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan 

bakatnya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan 

gender. 

b. Dalam  Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014,  Kemdiknas telah menetapkan Visi  

2014 yakni ñTerselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk 

Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensifò. 

c. Untuk mencapai visi tersebut, Kemdiknas melaksanakan òMisi 5Kò 2010-2014 

sebagai berikut (i) Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan  (ii) 

Meningkatkan Keterjangkauan Layanan Pendidikan (iii) Meningkatkan Kualitas/ 

Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan (iv) Meningkatkan Kesetaraan dalam 

Memperoleh Layanan Pendidikan dan (v) Meningkatkan Kepastian/ Keterjaminan 

Memperoleh Layanan Pendidikan. 

d. Sejalan dengan visi pendidikan nasional, visi Kemdiknas pada tahun 2025 adalah 

mewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif dan Bermartabat 

(Insan Kamil/ Insan Paripurna). 



 

 

e. Kemdiknas telah menetapkan tata nilai yang merupakan sikap dan perilaku dasar 

yang menyatukan hati dan pikiran seluruh aparatur Kemdiknas dalam mewujudkan 

layanan prima pendidikan. Tata nilai tersebut adalah amanah, profesional, visioner, 

demokratis, inklusif dan berkeadilan. Dari enam tata nilai tersebut kemudian 

dirangkum menjadi sebuah motto ñMelayani Semua dengan Amanahò.  Motto ini 

secara strategis menjiwai Kemdiknas dalam melakukan Reformasi Birokrasi. 

Seluruh aparatur Kemdiknas harus senantiasa menjaga amanah dalam melayani 

kebutuhan pendidikan bagi semua warga negara. 

f. Kemdiknas berupaya melakukan perbaikan-perbaikan sistemik dan komperehensif 

terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan nasional melalui penguatan 

kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan penguatan Sumber Daya Manusia 

(SDM).   

g. Selain itu lingkungan strategis menuntut Kemdiknas untuk selalu mengikuti 

dinamika kebutuhan masyarakat. Dinamika ini akan lebih mudah diantisipasi 

dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) . 

1.1.2 Capaian dan Tantangan 

Hingga tahun 2009, pembangunan pendidikan nasional telah menunjukkan 

keberhasilan yang signifikan. Selain program-program regular, maka Kemdiknas telah 

melakukan berbagai upaya terobosan seperti (1) penyediaan bantuan operasional untuk 

semua sekolah, (2) pemberian sertifikasi pendidikan dan tunjangan profesi kepada 800.000 

dari 2.700.000 pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dalam 2 tahun, (3) penyediaan 

buku sekolah elektronik melalui pembelian hak cipta sehingga dapat menurunkan harga 

buku teks hingga 50%. 

Dalam hal kualifikasi PTK, dari jumlah 2,6 juta guru masih terdapat 1,49 juta 

berkualifikasi dibawah S1/ D4 dan umumnya guru SD dan SMP yang bertugas di daerah 

pedesaan, daerah terpencil, pulau terluar dan daerah perbatasan yang belum terjangkau 

layanan Perguruan Tinggi terakreditasi. Sesuai ketentuan UU Guru dan Dosen mereka 

harus berkualifikasi S1/ D4 pada tahun 2015. Sedangkan dalam hal sertifikasi PTK, 

penetapan kuota  sertifikasi/ tahun sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran untuk 

pembayaran tunjangan  profesi  yang tidak sebanding dengan  kenaikan Anggaran 



 

 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya, sehingga target untuk mensertifikasi 

2,6 juta guru pada tahun 2015  memerlukan kebijakan fiskal khusus. 

Dalam kaitannya dengan peningkatan karir dan profesionalisme PTK, masalah 

kenaikan pangkat otomatis  bagi guru yang berlaku saat ini belum diimbangi dengan sistem 

pengukuran kinerja dan upaya peningkatan profesionalisme sebagai profesi guru sehingga 

dari 1,433 juta guru PNS, sebanyak 880 ribu tertumpuk pada golongan III/d dan IV/a  

sedangkan yang berhasil melewati golongan IV/b keatas hanya berjumlah 13,8 ribu; 

Disamping itu, sebanyak 1,027 juta guru non-PNS belum terlayani untuk mendapat proses 

inpassing (pengakuan kesetaraan  golongan/ ruang) sebagai dasar penentuan besarnya 

tunjangan profesi yang berhak diterima bagi yang telah bersertifikat. Capaian kerja yang 

terkait dengan program RBI Kemdiknas ditunjukkan pada lampiran capaian kerja tahun 

2009. 

Selain mencapai target tahun 2014, berbagai tantangan yang dihadapi Kemdiknas 

seperti tertuang dalam Renstra 2010-2014 adalah sebagai berikut: 

a. Memenuhi komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran Millenium 

Development Goals (MDGs), Education For All (EFA) dan Education for 

Sustainable Development (EfSD). 

b. Menjamin keberpihakan terhadap masyarakat miskin untuk memperoleh akses 

pendidikan bermutu seluas-luasnya pada semua satuan pendidikan. 

c. Mempertahankan peningkatan kualitas pendidikan dalam upaya pemenuhan 

Standar Pelayanan Minimal (SPM) antar gender dan antar wilayah. 

d. Menyusun struktur biaya total pendidikan setiap satuan pendidikan dengan 

mempertimbangkan indeks daya beli masyarakat. 

e. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka 

menengah. 

f. Meningkatkan koordinasi yang efektif dengan kementerian/ lembaga lain dan 

pemerintah daerah. 

g. Menjamin efektivitas pelaksanaan otonomisasi satuan pendidikan termasuk 

penyelenggaraan Badan Hukum Pendidikan (BHP). 



 

 

h. Memperbaiki dan meningkatkan kredibilitas sistem Ujian Nasional (UN). 

i. Mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas 

pemanfaatan TIK di bidang pendidikan. 

Diharapkan dengan pelaksanaan RBI di lingkungan Kemdiknas, tantangan-

tantangan tersebut dapat diatasi melalui program-program percepatan (Quick Wins) 

maupun program-program regular dalam agenda reformasi birokrasi Kemdiknas.  

 

1.2 Permasalahan 

1.2.1 Permasalahan Umum 

Sejumlah permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan pendidikan 

nasional antara lain: 

a. Kondisi kelembagaan Kemdiknas masih belum proporsional dan belum 

menggambarkan organisasi yang efisien. 

b. Kondisi ketatalaksanaan Kemdiknas belum mencerminkan sistem dan mekanisme 

pengelolaan sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. 

c. Kondisi SDM Kemdiknas secara kuantitas berlebih namun secara kualitas kurang 

memadai, masih terjadi kesenjangan antara kualifikasi dan kompetensi dengan 

kebutuhan organisasi. 

Permasalahan umum ini menjadi dasar dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

lebih spesifik di lingkungan Kemdiknas. 

1.2.2 Permasalahan Spesifik 

a. Perij inan, Pengakreditasian dan Penyaluran Hibah  

Ç Masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan sekolah di daerah dan 

perguruan tinggi mulai dari pengajuan hingga persetujuan. 

Ç Masih panjang dan kurang terbukanya proses perijinan pembukaan program 

studi baru di perguruan tinggi dan proses pengakreditasian program studi, 

termasuk perijinan Badan Hukum Pendidikan (BHP).  



 

 

Ç Masih panjang dan kurang terbukanya proses penyaluran dana bantuan/hibah 

(block grant).  

b. Mutasi dan Sertifikasi PTK 

Ç Masih panjang dan kurang terbukanya proses sertifikasi Pendidik. 

Ç Masih panjang dan kurang terbukanya proses mutasi kepegawaian PTK.  

c. Standardisasi Layanan Pendidikan  

Ç Belum tersedianya Standar Pelayanan Minimum pendidikan untuk tiap 

kabupaten/ kota sebagai bentuk dari pelaksanaan desentralisasi dan otonomi 

pendidikan.  

Ç Belum tersedianya peta kebutuhan daya tampung tiap jenjang pendidikan dan 

kondisi sekolah yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan pemenuhannya 

terhadap standar, baik minimum, nasional maupun internasional, yang akan 

menyulitkan implementasi strategi terkait sarana dan prasarana serta 

pendanaan.  

Ç Belum tersedianya sistem pembinaan profesionalisme PTK dalam 

mendukung pemenuhan Standar Layanan Pendidikan. 

d. Kepastian Memperoleh Layanan Pendidikan 

Ç Kurangnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar, 

yaitu 95,4% untuk Sekolah Dasar (SD) dan 73,3%  untuk Sekolah Menengah 

Pertama (SMP). 

Ç Masih tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan SD yaitu 1,7% 

dan SMP yaitu 1,99%. 

Ç Masih rendahnya keakurasian dan kemutakhiran data peserta didik. 

Ç Belum tepatnya pemberian bantuan operasional sekolah dan beasiswa. 

e. Pemerataan Distribusi PTK   

Ç Belum meratanya distribusi PTK, sehingga masih ada kesenjangan 

ketersedian PTK antar daerah, baik jumlah maupun kompetensi. Rasio murid 



 

 

per guru berkisar antara 1:20 untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama dan 1:14 untuk tingkat Pendidikan Menengah. 

Ç Tingginya ketidaksesuaian antara bidang keahlian guru dan mata ajaran.  

Ç Belum dikaitkannya kebutuhan PTK dengan pemberian sertifikasi dan 

tunjangan profesi. 

f. Berbagi Pengetahuan antar  PTK  

Ç Masih lebarnya kesenjangan kompetensi antar PTK. 

Ç Belum efisiennya mekanisme forum komunikasi PTK dalam upaya berbagi 

muatan dan metode pembelajaran yang berhubungan dengan pengetahuan dan 

pengalaman pembelajaran, serta manajemen lembaga persekolahan dan 

perguruan tinggi (PT). 

Ç Kurangnya keleluasaan tenaga pendidik dalam merancang materi dan metode 

pelaksanaan pembelajaran. 

Ç Masih sulitnya memberikan kontribusi maupun mengakses hasil penelitian 

dan pengabdian masyarakat. 

Ç Kurangnya penghargaan terhadap kontribusi PTK dalam berbagi pengetahuan 

dan pengalaman. 

g. Keselarasan Pendidikan dan Dunia Kerja  

Ç Masih kurangnya keselarasan luaran pendidikan dan kebutuhan dunia kerja 

terutama dari sisi kompetensi, jumlah dan sebaran.  

Ç Masih kurang diperhatikannya kebutuhan tenaga kerja dan potensi daerah, 

nasional dan internasional dalam perencanaan pembangunan pendidikan. 

h. Penataan Sistem dan Organisasi 

Ç Tugas dan fungsi unit kerja kurang mencerminkan misi dan tujuan organisasi. 

Ç Pelaksanaan kegiatan belum seluruhnya mengacu pada tugas dan fungsi unit 

kerja. 

Ç Kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi proses antar unit dalam organisasi. 

Ç Masih terdapatnya proses-proses yang tidak memberikan nilai tambah. 



 

 

Ç Belum lengkapnya siklus manajemen/ Plan, Do, Check, Act (PDCA) pada 

hampir semua kegiatan yang dilaksanakan. 

Ç Masih belum efektifnya sistem pengendalian manajemen yang mencakup 

monitoring, evaluasi dan pengawasan.  

Ç Kurangnya pendelegasian wewenang kepada tingkatan manajemen yang lebih 

rendah. 

Ç Belum diterapkannya pola pikir dan budaya kerja yang melayani masyarakat 

dalam perilaku SDM aparatur. 

i. Penataan Beban Kerja dan Pengukuran Kinerja 

Ç Belum seimbangnya beban kerja organisasi dengan jumlah pegawai. 

Ç Belum seimbangnya proporsi tugas-tugas manajerial dan tugas teknis pada 

tingkatan manajemen. 

Ç Belum efektifnya sistem pengukuran kinerja organisasi dan individual yang 

mencakup semua tahapan kegiatan.  

Ç Kurang sesuainya jumlah dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi. 

Ç Belum tersedianya sistem remunerasi berbasis beban kerja dan pengukuran 

kinerja. 

Ç Belum diterapkannya penganggaran berbasis beban kerja dan pengukuran 

kinerja. 

Ç Belum efektifnya sistem pengelolaan kepegawaian berdasarkan kinerja. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Tujuan Umum 

Tujuan umum pelaksanaan RBI di lingkungan Kemdiknas adalah membangun 

suatu sistem birokrasi yang berintegritas, efisien, terbuka dan berorientasi pada kebutuhan 



 

 

publik dalam memberikan layanan prima pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 

untuk mencapai tujuan strategis pendidikan nasional. 

b. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemdiknas adalah 

menghasilkan Sistem Layanan Prima Pendidikan kepada semua pemangku kepentingan 

yang lebih efisien, efektif dan terbuka melalui pembenahan proses, penguatan organisasi 

dan budaya kerja, penguatan Sumber Daya Manusia, pengembangan sistem dan 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

 

1.4 Sasaran 

Sasaran Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Sasaran Umum 

Sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 

ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan tahun 

2010-2014. 

 Kelembagaan yang sehat dan dinamis mampu memberikan layanan terbaik 

kepada masyarakat. 

 Ketatalaksanaan yang efisien dan efektif. 

 Sumber Daya Manusia yang kompeten, memiliki tata nilai dan etika kerja. 

b. Sasaran Khusus 

Sasaran Spesifik yang akan dicapai dalam reformasi birokrasi di lingkungan 

Kemdiknas adalah sebagai berikut:  

 Terbentuknya proses layanan perijinan dan pengakreditasian sekolah/ program 

studi/ kursus, penyetaraan ijazah luar negeri, seleksi pemberian hibah dan 

penyesuaian menjadi Badan Hukum Pendidikan yang lebih cepat, lebih tepat 

dan terbuka. 



 

 

 Terbentuknya proses pengelolaan kepegawaian dan proses pensertifikasian 

pendidik yang memperhatikan kualifikasi, kompetensi dan kebutuhan wilayah 

yang lebih cepat, lebih tepat dan terbuka. 

 Tersedianya mekanisme perencanaan pendidikan yang sesuai kebutuhan dan 

didukung data sarana dan prasarana pendidikan yang akurat, terintegrasi dan 

selalu termutakhirkan untuk meningkatkan efisiensi. 

 Tersedianya mekanisme yang menjamin tingkat kepastian publik dalam 

memperoleh layanan pendidikan yang didukung data peserta didik dan 

penduduk usia sekolah  yang akurat, terintegrasi dan selalu termutakhirkan. 

 Tersedianya sistem berbasis TIK yang memfasilitasi PTK  untuk berbagi 

materi dan metode pembelajaran serta manajemen lembaga persekolahan dan 

perguruan tinggi. 

 Terbentuknya Sistem Perencanaan Pendidikan yang selaras dengan kebutuhan 

dunia kerja serta memperhatikan kebutuhan wilayah, nasional dan 

internasional. 

 Terbentuknya struktur organisasi dan prosedur kerja serta tersedianya sumber 

daya manusia yang dapat melaksanakan misi dan mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien. 

 Terbentuknya sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan 

remunerasi yang mengacu pada beban kerja dan kinerja. 

  



 

 

BAB II  

KONSEP DAN PENDEKATAN   

REFORMASI BIROKRASI INTERNAL KEMDIKNAS  

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai konsep dan pendekatan yang digunakan dalam 

melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas. 

 

2.1 Arahan Strategis 

Dalam Rencana Strategis 2010-2014, Kemdiknas telah menetapkan visi yakni 

ñTerselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia 

Cerdas Komprehensifò sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Untuk mencapai visi tersebut, 

dilaksanakan òMisi 5Kò yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas dan Relevansi, 

Kesetaraan dan Kepastian. Selanjutnya ditetapkan tata nilai guna mewujudkan layanan 

prima pendidikan, yakni amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif dan 

berkeadilan, yang dirangkum menjadi sebuah motto ñMelayani Semua dengan Amanahò.  

Motto ini secara strategis menjiwai Kemdiknas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.  

 

Gambar 1 Arahan Strategis 



 

 

2.2 Konsep Umum Reformasi Birokrasi 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus memperhatikan keterkaitan antar sub-sub 

sistem yang akan dibenahi dan/ atau dibangun. Keterkaitan dan integrasi antara sub-sub 

sistem dalam organisasi akan menjadi kunci sukses implementasi Reformasi Birokrasi. 

Gambar 2 ini adalah gambaran keseluruhan kerangka program Reformasi Birokrasi. 

 

Gambar 2 Kerangka Program Reformasi Birokrasi Internal 

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan 

terutama menyangkut aspek-aspek berikut: 

1. Penguatan Organisasi 

2. Pembenahan Ketatalaksanaan 

3. Penataan dan Penguatan SDM 

Reformasi Birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi adalah 

langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil 

dalam mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. 

 

2.3 Konsep Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

Reformasi Birokrasi Kemdiknas dilaksanakan dengan mengacu pada rencana 

strategis Kemdiknas 2010-2014 dan misi 5K Kemdiknas sebagai landasan perencanaan 



 

 

pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Disamping itu pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Kemdiknas juga harus dilandasi oleh prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas 

dan transparansi.  

 

Gambar 3 Konsep Reformasi Kemdiknas 

Reformasi Birokrasi Kemdiknas merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi 

pelaksanaan Sisdiknas. Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas dilaksanakan agar mampu 

memberikan pelayanan prima kepada semua pemangku kepentingan antara lain peserta 

didik, orang tua, masyarakat, pendidik dan tenaga kependidikan, serta dunia usaha. 

Program Reformasi Birokrasi Kemdiknas disusun berdasarkan 4 (empat) kelompok yaitu 



 

 

penguatan organisasi, penataan dan penguatan SDM, pembenahan tata laksana dan 

pemanfaatan TIK. Dan semua program Reformasi Birokrasi Kemdiknas harus mengarah 

pada peningkatan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan di lingkungan 

Kemdiknas.  

 

2.4 Pendekatan Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

 

Gambar 4 Pendekatan Reformasi Birokrasi I nternal Kemdiknas 

Pendekatan yang dipergunakan dalam Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas dari 

birokrasi konvensional menuju birokrasi yang ideal adalah sebagai berikut:  

Å Setiap proses dirancang untuk memudahkan yang menerima layanan, bukan yang 

memberikan layanan (public centric).  

Å Setiap sistem dirancang mengacu pada fungsi organisasi bukan pada struktur organisasi/ 

unit kerja (function based).  

Å Setiap proses mengacu pada informasi yang dibutuhkan bukan pada dokumen fisik 

(information based).  

Å Setiap informasi yang dihasilkan dari suatu proses harus dapat dipakai bersama oleh semua 

pemangku kepentingan terkait (information sharing). 

Å SDM yang kompeten di bidangnya dan mempunyai kinerja terukur.  

Å Setiap layanan didukung oleh: 

V Pemanfaatan TIK sehingga lebih transparan, akuntabel dan efisien.  

V Lembaga yang kokoh, mandiri, dan mempunyai kinerja terukur (performance-based 

organization). 

 



 

 

BAB III  

METODOLOGI   

REFORMASI BIROKRASI INTERNAL K EMDIKNAS  

 

Pada bab III ini akan dijelaskan mengenai mekanisme pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Kemdiknas, dari segi pelaksana, prosedur dan tahapan-tahapan yang dilakukan. 

 

3.1 Struktur Pelaksana Reformasi Kemdiknas 

Reformasi Kemdiknas dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari tim 

internal Kemdiknas, perwakilan dari masing-masing unit utama, Project Management 

Officer (PMO), dan nara sumber (eksternal). Tim pelaksana Reformasi Birokrasi 

Kemdiknas bertugas untuk membuat perencanaan, survey dan pengontrolan rencana-

rencana aksi Reformasi Birokrasi. Berikut ini adalah struktur pelaksana Reformasi 

Birokrasi Kemdiknas. 

 



 

 

 

Gambar 5 Struktur Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

Struktur pelaksana Reformasi Birokrasi Kemdiknas dibagi menjadi dua bagian 

yaitu, pelaksana pusat dan pelaksana unit utama. Hal ini untuk mempermudah koordinasi 

dan pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemdiknas. 

 

 

 



 

 

3.2 Peta Jalan Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemdiknas, dirancang suatu peta jalan 

seperti yang dapat dilihat pada gambar 6 di bawah ini: 

 

Gambar 6 Peta Jalan Reformasi Birokrasi K emdiknas 

Peta Jalan ini menggambarkan keterkaitan dan pelaksanaan agenda Reformasi 

Birokrasi Kemdiknas. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemdiknas dilaksanakan dengan 

mengacu pada Permenpan No. 15/2008. Hingga tahun 2010 telah dilaksanakan analisa dan 

kajian terkait Pergeseran Paradigma Reformasi Birokrasi, Tujuan Strategis dan 

Permasalahan Operasional Kemdiknas. Selain itu, juga telah dilaksanakan Restrukturisasi 

Organisasi, Penataan Tugas dan Fungsi serta Perumusan Budaya Kerja. 

Pada tahun 2010 juga sedang dirancang Penataan Sistem dan Prosedur (SisDur) 

Pusat, Manajemen Data Pendidikan, Analisa Jabatan, Sistem Pengukuran Kinerja 

Organisasi dan Individu, serta Sistem Pengelolaan SDM berbasis Kinerja.  

Pada tahun 2011 akan dirancang Sistem Manajemen Kinerja, Pemetaan dan 

Penenpatan SDM, Operasionalisasi dari Data Pendidikan dan Sistem Remunerasi. Selain 

itu, pada tahun 2011 ini, reformasi yang telah dilakukan di pusat akan direplikasi di daerah.  



 

 

3.3 Tahapan Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

Terdapat tiga tahapan yang harus dilalui dalam melakukan eksekusi terhadap 

rencana aksi yang ada. Tahapan tersebut diantaranya: 

3.3.1 Tahap Pembangunan dan Penataan Sistem 

 

Gambar 7 Tahap Pembangunan dan Penataan Sistem 

Dalam tahap Pembangunan dan Penataan Sistem, terdapat tahap Perencanaan yang 

dimulai dari Tahap Identifikasi Proses Saat Ini, sampai dengan Penentuan Tata Nilai dan 

Tahap Pembangunan yang dimulai dari Penyusunan Prosedur Kerja sampai dengan 

Internalisasi dan Aktualisasi Visi, Misi dan Strategi. 

  



 

 

3.3.2 Tahap Sosialisasi dan Implementasi 

 

Gambar 8 Tahap Sosialisasi dan Implementasi 

Dalam tahap Sosialisasi dan Implementasi Sistem, terdapat tahap Sosialisasi yang 

dimulai dari Tahap Sosialisasi Keterkaitan Kegiatan Reformasi dengan Pencapaian Visi 

Misi dan Strategi, sampai dengan Sosialisasi Kebijakan dan Regulasi Baru dan Tahap 

Implementasi yang dimulai dari Instalasi Sistem hingga Operasional Sistem Baru. 

3.3.3 Tahap Pengukuran Dampak Reformasi Birokrasi  

 

Gambar 9 Tahap Pengukuran Dampak Reformasi 

Tahap Pengukuran Dampak Reformasi Birokrasi terdiri dari empat tahap dimulai 

dari Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Proses, Organisasi dan Individu sampai dengan 

Pengukuran dan Evaluasi Efisiensi Eksternal dan Internal. 

 



 

 

3.4 Mekanisme Pelaksanaan 

Mekanisme pelakasanaan kinerja Reformasi Birokrasi Internal Kemdiknas adalah 

sebagai berikut: 

1. Penyusunan Program Kerja dan Rencana Aksi 

Penyusunan program kerja dan rencana aksi merupakan tahapan awal dalam 

reformasi birokrasi. Penyusunan program ini meliputi penentuan dan perumusan 

rencana kerja yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Internal Kemdiknas. 

2. Penyusunan Anggaran 

Setelah diperoleh daftar rencana aksi, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun 

besaran anggaran untuk merealisasikan rencana aksi tersebut. 

3. Survey 

Survey dilakukan untuk melihat dan mengidentifikasi kondisi eksisting (kondisi 

sebelum dilakukan reformasi) untuk selanjutnya akan dilakukan pemetaan proses 

bisnis. 

4. Pemetaan proses bisnis 

Dari hasil survey yang diperoleh, maka dilakukan pemetaan proses bisnis yang 

dituangkan dalam sebuah bentuk diagram swimlane. Pemetaan ini mempermudah 

untuk menentukan kebutuhan teknologi yang tepat untuk melakukan reformasi. 

5. Sosialisasi  

Sosialisasi dilaksanakan baik kepada seluruh unit utama di Kemdiknas, maupun 

kepada para pemangku kepentingan yang tersebar di daerah. Hal ini untuk 

menginformasikan rencana dan hasil reformasi yang dilakukan di lingkungan 

Kemdiknas. 

6. Quick wins 

Quick wins adalah merupakan program Refomasi Birokrasi yang menjadi prioritas 

Kemdiknas untuk dikerjakan pada tahun 2010. 



 

 

7. Penentuan Konsultan 

Selain rencana aksi yang dikerjakan oleh unit-unit utama Kemdiknas, juga terdapat 

rencana-rencana aksi yang dikerjakan oleh pusat Kementerian. Rencana aksi 

tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Konsultan eksternal sehingga 

ditentukan beberapa konsultan yang berkompeten untuk mengerjakan rencana aksi 

tersebut. 

8. Mekanisme Koordinasi 

Demi kelancaran pekerjaan baik yang dilakukan oleh tim RBI Pusat dan Konsultan, 

serta unit-unit utama, maka dibuat sebuah mekanisme koordinasi, antara lain 

sebagai berikut: 

 Konsultan melakukan pemetaan terhadap proses-proses yang terdaftar dalam 

rencana aksi. 

 Mengadakan rapat koordinasi setiap dua minggu dengan tim RBI Unit utama. 

 Mengadakan rapat koordinasi secara rutin dengan tim konsultan eksternal 

untuk memantau perkembangan pekerjaan. 

 Melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan konsultan eksternal melalui 

pengumpulan laporan yang dikumpulkan oleh konsultan sesuai dengan periode 

yang ditentukan. 

 Mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan masing-masing 

konsultan ekternal dengan unit-unit utama. 

 Membuat milestone dari setiap rencana aksi baik yang dilakukan oleh 

konsultan eksternal maupun unit utama. 

 

 

 



 

BAB IV  

RENCANA AKSI  

REFORMASI BIROKRASI  INTERNAL KEMDIKNAS  

 

Pada bab IV akan dipaparkan rencana aksi dari Reformasi Birokrasi Internal 

Kemdiknas disertai jadwal pelaksanaan tiap rencana aksi. Rencana aksi Reformasi 

Birokrasi Kemdiknas disusun berdasarkan 7 agenda Reformasi Birokrasi Internal 

Kemdiknas. 

 

4.1 Agenda Reformasi Kemdiknas 

Dalam pelaksanaan Reformasi Kemdiknas terdapat tujuh agenda reformasi yang 

meliputi: 

 

Gambar 10 Agenda Reformasi Birokrasi Kemdiknas 

 



 

 

 

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemdiknas ditujukan untuk Reformasi 

Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional. Dalam reformasi pelaksanaan Sistem Pendidikan 

Nasional tahun 2010-2014 terdapat dua fokus utama pembenahan, yaitu: 

Á Reformasi yang berorientasi pada perbaikan kondisi internal atau Reformasi 

Birokrasi  yang meliputi:  

Å Penguatan Organisasi,  

Å Penataan dan Penguatan SDM,  

Å Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem. 

Á Reformasi yang berorientasi pada perbaikan layanan kepada pihak eksternal atau 

Reformasi Layanan, yang terdiri dari: 

Å Reformasi layanan kepada satuan pendidikan,  

Å Reformasi layanan kepada pendidik dan tenaga kependidikan, 

Å Reformasi layanan kepada peserta didik, 

Å Reformasi layanan substansi pendidikan. 

 

4.1.1 Reformasi Penguatan Organisasi Kemdiknas 

Tabel 1 Reformasi Penguatan Organisasi Kemdiknas 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Penataan Struktur 

Organisasi Kemdiknas  
2010 2010 2010 2010 

Penataan Keterpaduan 

Sistem dan Tata Kerja antar 

Unit Organisasi  

2010 2010 2011 2011 

Penataan Tugas dan Fungsi 

Unit Kerja Sesuai Dengan 

Misi dan Tujuan Organisasi  

2010 2010 2011 2011 

Penataan Struktur 

Organisasi,Tugas dan 

Fungsi Unit Kerja Sesuai 

Dengan Misi dan Tujuan 

Organisasi (UPT)  

2011 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Penataan Keterpaduan 

Sistem dan Tata Kerja antar 

Unit Organisasi (UPT)  

2011 2011 2011 2011 

Mekanisme Koordinasi 

Dengan Unit Kerja Daerah  
2011 2011 2011 2011 

 

4.1.2 Reformasi Penataan SDM 

Tabel 2 Reformasi Penataan SDM 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Penerapan Budaya Kerja 

Sesuai Dengan Tata Nilai 

Kemdiknas  

2010 2010 2011 2011 

Analisis dan Evaluasi 

Jabatan Perhitungan Beban 

Kerja dan Pemeringkatan 

Jabatan 

2010 2010 2011 2011 

Penataan SDM Aparatur 

Sesuai Dengan Kualifikasi 

Jabatan (?) 

2011 2011 2011 2011 

Pengembangan Sistem 

Remunerasi Berbasis 

Beban Kerja dan Kinerja  

2011 2011 2011 2011 

Penguatan Budaya Kerja 

Sesuai Dengan Tata Nilai 

Kemdiknas (UPT)  

2011  2011 2011 2011 

Analisis dan Evaluasi 

Jabatan, Perhitungan Beban 

Kerja dan Pemeringkatan 

Jabatan (UPT)  

2011 2011 2011 2011 

Penataan SDM Aparatur 

Sesuai Dengan Kualifikasi 

Jabatan (UPT)  

2011 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Pengembangan Sistem 

Remunerasi Berbasis 

Beban Kerja dan Kinerja 

(UPT)  

2011 2011 2011 2011 

 

4.1.3 Reformasi Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem 

Tabel 3 Reformasi Pembenahan Tatalaksana dan Pengembangan Sistem 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Pengembangan Sistem 

Perencanaan dan 

Penganggaran Berbasis 

Kinerja  

2010 2010-2011 2011 2011 

Pengembangan Sistem 

Pengendalian Manajemen  
2011 2011 2011 2011 

Penyusunan Database 

Pengawasan  
2011 2011 2011 2011 

Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Kepegawaian 

Berbasis Kinerja  

2010 2010 2011 2011 

Pengembangan  dan 

Pengendalian Hasil Tindak 

Lanjut Pemeriksaan  

 2010  2010  2010  2010 

Pengembangan Standar 

Audit APIP 
2010 2010 2010 2010 

Pengelolaan Tenaga 

Fungsional Auditor 
2010 2010 2010 2010 

Penerimaan CPNS Online 

(?) 
2010 2010 2010 2010-2011 

Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Barang Milik 

Negara 

2010 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Pengembangan Sistem 

Akuntansi dan Keuangan 

(?) 

2011 2011 2011 2011 

Pengembangan Sistem 

Manajemen Dokumen   
2011 2011 2011 2011 

PDPT  2010 2010-2011 2011 2011 

Pengorganisasian Data 

Kemdiknas  
2010 2011 2011 2011 

Pengembangan Pusat 

Layanan Prima Pendidikan 

Nasional  

2010 2010 2010-2011 2010-2011 

Call Center  2010 2010 2010-2011 2010-2011 

Pembangunan Pusat 

Pengaduan Masyarakat  
2011 2011 2011 2011 

Peningkatan Pencitraan  

dan Pemahaman Terhadap 

Pendidikan  

   2010     2010   2011 2011 

Penyusunan POS Layanan 

Masyarakat (Itjen) 
2010 2010 2010 2010 

SOP Audit Berbasis Resiko  2010 2010 2010 2010 

Penyusunan SOP 

Pengawasan  Tindak Lanjut 

Eksternal  

2010 2010 2010 2010 

Kajian Sistem Informasi 

Manajemen Pengawasan  
2010 2010 2010 2010 

Layanan Keberatan Auditan  2010 2010 2010 2010 

Pembangunan dan 

Implementasi Sistem 

Pengelolaan Kinerja 

Organisasidan Individu 

yang Selaras Dengan Misi 

   2010 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

dan Tujuan Organisasi   

Peningkatan Sistem 

Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan 

Bidang Pendidikan  

2010 2010-2011 2011 2011 

Peningkatan Sistem 

Pendokumentasian dan 

Layanan Informasi 

Perundang-undangan 

Bidang Pendidikan  

2010 2010-2011 2011 2011 

Peningkatan Sistem 

Layanan Fasilitasi Bantuan 

Hukum  

2010 2010-2011 2011 2011 

Pembangunan dan 

Implementasi Sistem 

Pengelolaan Kinerja 

Organisasi dan Individual 

yang Selaras Dengan Misi 

dan Tujuan Organisasi  

(UPT)  

2011 2011 2011 2011 

 

4.1.4 Reformasi Layanan Satuan Pendidikan 

Tabel 4 Reformasi Layanan Satuan Pendidikan 

Renc.Aksi  Renc. Pemb. Sos. Imp. 

Sistem Perijinan Sekolah  2010 2011 2011 2011 

Sistem Perijinan PT  2010 2011 2011 2011 

Sistem Perijinan Prodi  2010 2011 2011 2011 

Sistem Perijinan Lembaga 

Non Formal  
    

     ï Kursus  2010 2010 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi  Renc. Pemb. Sos. Imp. 

     ï PKBM     2010 2010 2011 2011 

     ï PAUD  2011 2011 2011 2011 

Sistem Pengakreditasian 

Sekolah  
2010 2011 2011 2011 

Sistem Penyaluran Hibah  2010 2011 2011 2011 

Pengembangan SPM, 

Standar Nasional dan 

Internasional Pendidikan  

2010 2011 2011 2011 

Sistem Pemetaan Daya 

Tampung  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Pemetaan Kondisi 

Sekolah  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Penyelarasan Prodi/ 

Sekolah Dengan Kebutuhan 

Tenaga Kerja  

2011 2011 2011 2011 

 

4.1.5 Reformasi Layanan Peserta Didik 

Tabel 5 Reformasi Reformasi Layanan Peserta Didik 

Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp. 

Sistem Penyaluran 

Beasiswa Unggulan  
2010 2010 2010 2011 

Sistem Penjaminan 

Ketepatan Penyaluran 

Beasiswa dan Bantuan  

2011 2011 2011 2011 

Sistem Penjaminan 

Kepastian Memperoleh 

Layanan Pendidikan  

2011 2011 2011 2011 

Sistem Pemberian Ijin 

Belajar Siswa WNA  
2010 2010 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi Renc. Pemb. Sos. Imp. 

Sistem Pemberian Ijin 

Belajar Siswa WNI di 

Sekolah Kerjasama Asing  

2010 2010 2011 2011 

Sistem Penyaluran Siswa 

WNI dari Luar Negeri  
2010 2010 2011 2011 

Sistem Penyetaraan Ijazah 

Sekolah LN  
2010 2010 2011 2011 

Sistem Penyetaraan Ijazah 

PT LN  
2010 2010 2011 2011 

Sistem Pendataan Peserta 

Didik dan Penduduk Usia 

Sekolah  

2010 2010 2011 2011 

Info Lembaga Kursus  2010 2010 2010 2010 

Info Penyelenggara Uji 

Kompetensi  
2010 2010 2010 2010 

 

4.1.6 Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tabel 6 Reformasi Reformasi Layanan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Renc.Aksi Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Sistem Pengelolaan Mutasi 

Dosen  
2010 2010 2010 2011 

Sistem Pengelolaan Mutasi 

Guru  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Pengelolaan Mutasi 

Tenaga Fungsional   
2011 2011 2011 2011 

Sistem Pengelolaan Mutasi 

Tenaga Administrasi  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Peningkatan 

Kualifikasi PTK  
2011 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Sistem Peningkatan 

Kualifikasi Dosen  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Pensertifikasian 

Guru 
2011 2011 2011 2011 

Sistem Proses Inpassing 

Guru Bukan PNS  
2010 2010 2011 2011 

Sistem Pensertifikasian 

Dosen  
2010 2011 2011 2011 

Sistem Penilaian Kinerja 

PTK  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Perhitungan Angka 

Kredit Guru  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Peningkatan 

Kompetensi PTK 

Berkelanjutan (KKG/ 

MGMP)  

2011 2011 2011 2011 

Publikasi Online Database 

Trainer Peningkatan 

Kompetensi Kepsek & 

Pengawas  

2010 2011 2011 2011 

Sistem Uji Kompetensi 

PTK-PNF  
2010 2011 2011 2011 

Pengembangan sistem 

NUPTK   

- Pengembangan Generator 

SIM NUPTK  
2010 2010 2011 2011 

- Pendaftaran NUPTK 

Online  
2010 2010 2010 2011 

- Pemutakhiran Data 

NUPTK oleh Satuan 

Pendidikan  

2010 2011 2011 2011 



 

 

 

Renc.Aksi Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Penyediaan dan 

Pendistribusian Guru  
 

- Sistem Rekruitmen 

Kepsek dan Pengawas  
2011 2011 2011 2011 

- Sistem Rekruitmen Guru  2011 2011 2011 2011 

- Sistem Pendistribusian 

Guru  
2011 2011 2011 2011 

Sistem Pemilihan PTK 

Berprestasi  
2011 2011 2011 2011 

Perlindungan dan Bantuan 

Hukum PTK  
2011 2011 2011 2011 

Publikasi dan Pemberian 

Insentif Tutor PAUD, 

Honor TLD dan FDI  

2010 2010 2010 2011 

Publikasi SK Penyaluran 

Subsidi Tunjangan 

Fungsional, Khusus, 

Profesi  

2010 2011 2011 2011 

Ijin Perjalanan Dinas Luar 

Negeri (LN) 
2010 2010-2011 2010-2011 2010-2011 

 

4.1.7 Reformasi Layanan Substansi Pendidikan 

Tabel 7 Reformasi Layanan Substansi Pendidikan 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Pengembangan Sistem 

Pengelolaan Materi, 

Metode dan Manajemen 

Lembaga Persekolahan dan 

PT  

2010 2011 2011 2011 

Pengembangan Modul 2010 2011 2011 2011  



 

 

 

Renc.Aksi  Renc.  Pemb.  Sos.  Imp.  

Materi Pembelajaran 

Berbasis TIK  

- BSE (Buku Sekolah   

Elektronik)  
 2010 2010 2011 2011 

- Bimbel Online  2010 2010 2011 2011 

- Edukasi.net  2010 2010 2011 2011 

KBBI  2010 2010 2010 2010 

Glosarium  2010 2010 2010 2010 

Garuda  2010 2010 2010 2010 

Pendidikan Karakter  2010 2010 2011 2011 

Pendidikan Kewirausahaan 2010 2011 2011 2011 

Penyelarasan Pendidikan 

Dengan Dunia Industri  
2010 2011 2011 2011 

Informasi Kurikulum  2011 2011 2011 2011 

Sistem Informasi Materi 

dan Nilai UN  
2011 2011 2011 2011 

 

 



 

 

 

BAB V 

MODEL PENGEMBANGAN E -LAYANAN  

 

5.1 Konsep Reformasi Layanan Prima 

 

Gambar 11 Konsep Reformasi Layanan Prima 

Reformasi Layanan Konvensional menuju Layanan Prima dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan TIK yang berupa e-Layanan (layanan secara elektronik) dengan 

berlandaskan kriteria standar TIK dan Standar Layanan Publik sesuai dengan UU No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, maka asas standar layanan publik adalah sebagai berikut: 

Å Kepentingan Umum 

Å Kepastian Hukum 

Å Kesamaan Hak 

Å Keseimbangan Hak dan Kewajiban 

Å Keprofesionalan 

Å Partisipatif  

Å Persamaan Perlakuan/ Tidak Diskriminatif 

Å Keterbukaan 

Å Akuntabilitas 

Å Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan 

Å Ketepatan Waktu 

Å Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan



 

Proses penyelenggaraan layanan prima juga mempertimbangkan proses penilaian 

kinerja dan pengawasan eksternal dan internal. Penilaian kinerja dilakukan oleh 

penyelenggara layanan secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja yang 

berdasarkan standar layanan. Sedangkan untuk pengawasan penyelenggaraan layanan 

publik dilakukan oleh pengawas internal (atasan langsung dan pengawas fungsional) dan 

pengawas eksternal (masyarakat, ombudsman, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/ 

Kota).  

Selain memenuhi Standar Layanan Publik seperti yang tertuang dalam UU No. 25 

Tahun 2009 di atas, e-Layanan juga harus memenuhi kriteria standar Teknologi Informasi 

dan Komunikasi diantaranya ditinjau dari sisi manfaat, partisipatif, kemudahan user, flow 

and share, kemanan, konsistensi, sustainability, integrasi dan arsitektur. Kriteria standar 

tersebut digunakan sebagai acuan dalam pengembangan e-Layanan di Kemdiknas. 

 

Gambar 12  Kriteria Standar  e-Layanan Kemdiknas 

  



 

 

5.2 Model Pengembangan e-Layanan 

Latar belakang pengembangan e-Layanan dalam Reformasi Layanan disebabkan 

oleh banyaknya portal layanan yang ada di masing-masing unit utama Kemdiknas hanya 

berisi informasi dan berita terkait dengan pelaksanaan layanan unit utama Kemdiknas. 

Selain itu, Kemdiknas memiliki banyak portal layanan unit utama, sehingga tidak ada 

portal utama sebagai jalan masuk yang menghubungkan pemangku kepentingan ke layanan 

yang dibutuhkan di Kemdiknas. 

Dari kondisi eksisting yang ada, maka dirancanglah suatu konsep model 

pengembangan e-Layanan Kemdiknas. Tujuan pengembangan e-Layanan ialah menjadikan 

portal yang ada di Kemdiknas digunakan sebagai sarana untuk memberikan layanan 

kepada publik bukan hanya sebatas informasi atau berita. Selain itu, portal-portal layanan 

yang ada di unit utama Kemdiknas dapat diakses melalui satu portal utama yang 

beralamatkan di www.kemdiknas.go.id sebagai pintu masuk pusat layanan pendidikan 

nasional yang menghubungkan masyarakat ke layanan-layanan yang dibutuhkan di 

Kemdiknas. 

 

Gambar 13 Portal Informasi dan Layanan Terintegrasi 

Dengan adanya e-Layanan, yakni layanan yang berbasis TIK pada Kemdiknas, 

akan tercipta integrasi yang dinamis dari sumber-sumber data ke portal yang menjadi 

ñpintu masukò utama dan  integrasi antar layanan yang diberikan unit utama melalui portal 



 

 

utama. Untuk itu pembuatan e-Layanan mengacu pada kaidah single source of data. 

Dengan arti lain bahwa segala aliran informasi dan sharing data bersama melalui single 

source of data. 

Model pengembangan e-Layanan yang ada di Kemdiknas meliputi integrasi data 

(data induk satuan pendidikan, PTK, peserta didik dan pembelajaran), integrasi proses dan 

penggunaan infrastruktur bersama dalam semua sistem e-Layanan yang akan dihubungkan 

ke dalam portal pusat layanan prima pendidikan nasional yang menjadi jalan masuk bagi 

semua pemangku kepentingan untuk mendapatkan fasilitas layanan pendidikan. 

 

Gambar 14 Model e-Layanan 

Pemangku kepentingan yang terdiri dari peserta didik, orang tua, PTK, satuan 

pendidikan, dunia industri sampai dengan pengelola pendidikan di daerah dapat 

memperoleh e-Layanan yang ada di Kemdiknas secara keseluruhan melalui portal pusat 

layanan prima pendidikan nasional. e-Layanan tersebut akan dirancang menggunakan 

sumber data yang sama yang merupakan hasil dari integrasi data. Sehingga akan ada 

konsistensi data dan mengurangi pengulangan proses jika ada penggunaan data yang sama 

tanpa harus meminta ulang data serta akan memudahkan sharing data dalam Kemdiknas. 

 



 

 

5.3 Jenis e-Layanan 

Kemdiknas memiliki beberapa e-Layanan yang selanjutnya dikategorikan dalam 

jenis e-Layanan sebagai berikut: 

1. G2S  : Layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada siswa. 

2. G2T  : Layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pendidik (guru dan  

   dosen). 

3. G2M  : Layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada pengelola   

   (manajemen) pendidikan. 

4. T2S  : Layanan yang diberikan oleh pendidik kepada siswa. 

5. T2T  : Layanan yang diberikan oleh pendidik untuk pendidik. 

6. M2S  : Layanan yang diberikan oleh manajemen pendidikan kepada siswa. 

7. M2T  : Layanan yang diberikan oleh manajemen pendidikan kepada  

   pendidik. 
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Gambar 15   Hubungan Jenis e-Layanan 

Tabel 8 menunjukkan pengelompokan e-Layanan sesuai dengan jenis e-Layanan 

yang sudah digambarkan seperti gambar 15. 



 

 

Tabel 8 Jenis e-Layanan 

 
GOVERNMENT TEACHER STUDENT MANAGEMENT 

GOVERNMENT 

Sistem 

Perencanaan dan 

Penganggaran 

(Sirenggar) 

Sistem Mutasi Pemberian Beasiswa Sistem Perijinan  

Peningkatan 

Kualifikasi PTK 

Mekanisme 

Penjaminan 

Ketepatan 

Penyaluran 

Beasiswa 

Sistem Akreditasi  

Pensertifikasian PTK 

Mekanisme 

Penjaminan 

Kepastian 

Memperoleh 

Layanan Pendidikan 

Mekanisme 

Ketepatan Pemberian 

Bantuan/ Hibah 

Peningkatan 

Kompetensi PTK 

Sistem Pemberian 

Ijin Belajar 

Penentuan Standar 

Layanan 

Penerimaaan/ 

Pemenuhan 

Kebutuhan PTK 

Sistem Penyetaraan 

Ijazah 

Pemetaan Kondisi 

Sekolah, Daya 

Tampung dan 

Cakupan Layanan 

Penghargaan dan 

Perlindungan PTK 

Pendataan Siswa 

dan Penduduk Usia 

Sekolah 

Pembukaan Sekolah 

Berdasarkan 

Kebutuhan 

Masyarakat dan 

Dunia Kerja Fasilitasi 

Internasional 
Layanan Informasi 

TEACHER   

Kolaborasi Berbagi 

Pengetahuan dan 

Pengalaman 

e-Learning 

Pembelajaran 
  

Penyediaan dan 

Penggalangan Materi 

Informasi Kurikulum 

Sistem Informasi 

Materi dan Nilai UN 

MANAGEMENT 

Laporan Data 

Pokok Pendidikan 

(Pendidik, Peserta 

Didik, Satuan 

Pendidikan) 

Jadwal Pengajaran FRS Online 

  

Progress Absensi 

Peserta Didik 

Sistem Pembayaran 

Online 

  



 

 

5.4 Peta Jalan e-Layanan 

Peta jalan e-Layanan diukur melalui kedewasaan e-Layanan. Pengukuran 

kedewasaan e-Layanan dipengaruhi oleh dua parameter, yaitu integrasi dan kompleksitas 

teknologi & organisasi. Dari dua parameter tersebut dihasilkan 5 kategori kedewasaan e-

Layanan, yaitu information dissemination, transactions, collaboration, vertical integration 

dan integral integration. Semakin lengkap kompleksitas teknologi & organisasi dan 

integrasi, maka semakin dewasa suatu portal layanan. Dalam konteks tersebut level 

horizontal integration merupakan level tertinggi dimana portal dapat dinyatakan dewasa. 

 

Gambar 16 Kedewasaan e-Layanan 

- Information dissemination, merupakan level dimana portal dapat memberikan 

informasi, seperti kehadiran online dan katalog presentasi. 

- Transactions, merupakan level dimana portal dapat memberikan layanan & form 

online dan database yang mendukung transaksi online. 

- Collaboration, merupakan level dimana portal dapat menyediakan layanan 

partisipasi masyarakat, peningkatan kolaborasi dan pengurangan perantara. 



 

 

- Vertical integration, merupakan level dimana sistem portal lokal dapat 

dihubungkan dengan sistem dengan level yang lebih tinggi dan dalam fungsi yang 

sama. 

- Horizontal integration, merupakan level dimana portal dapat mengintegrasikan 

sistem dengan fungsi yang berbeda dan menyediakan fasilitas real one-stop 

shopping bagi warga negara. 

 

5.5 Metodologi Pengembangan e-Layanan 

Reformasi layanan dari Layanan Konvensional menjadi Layanan Prima di 

Kemdiknas melalui beberapa tahapan, yakni mulai dari analisa arahan strategis Kemdiknas 

mengenai Layanan, evaluasi layanan konvensional, perancangan e-Layanan, sosialisasi dan 

implementasi e-Layanan baik kepada pengguna maupun pengelola, serta evaluasi e-

Layanan.  

 

Gambar 17 Metodologi Reformasi e-Layanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang  

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), 

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) merupakan satu dari 12 instansi 

pemerintah yang diprogramkan untuk me rintis dan melaksanakan reformasi birokrasi 

pada tahun 2010-2011. Dalam hal ini reformasi birokrasi di Kemdiknas diarahkan pada 

pencapaian visi Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2025, yaitu untuk 

òMewujudkan Insan Indonesia Cerdas Komprehensif, Kompetitif, dan Bermartabat (Insan 

Kamil/Insan Paripurna)ó.  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 

PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, reformasi birokrasi 

dilakukan terhadap tiga aspek utama, yaitu kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber 

daya manusia. Sehubungan dengan hal tersebut, Kemdiknas berupaya melakukan 

perbaikan-perbaikan sistemik dan komprehensif terhadap sistem penyelenggaraan 

pendidikan nasional melalui penguatan kelembagaan, pembenahan ketatalaksanaan dan 

penguatan SDM serta pemanfaatan sebesar-besarnya teknologi informasi dan komunikasi 

sebagai pemungkin terlaksananya reformasi birokrasi secara efektif dan efisien. 

Dalam Rencana Kerja (Renstra) 2010-2014, Kemdiknas telah menetapkan Visi 2014 yakni 

òTerselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk Membentuk Insan Indonesia 

Cerdas Komprehensifó. Di sisi lain saat ini Kemdiknas masih menghadapi beberapa 

permasalahan yang berkaitan dengan belum efektif dan efisiennya tata kelola dalam 

organisasi. Beberapa permasalahan di lingkungan internal Kemdiknas yang berkaitan 

dengan budaya kerja dan analisa jabatan, yaitu: 

a) Belum diterapkannya pola pikir dan budaya kerja yang melayani masyarakat dalam 

perilaku sumber daya manusia (SDM) aparatur. 

b) Tata nilai Kemdiknas yang belum tersosialisasi ke seluruh pegawai. 




